BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/_2.4.5/2023

TENTANG

PENETAPAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, LUAS LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun
2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, maka perlu menetapkan Luas Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, Luas Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613),
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5288);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6580);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/
9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor O07/Permentan/OT.140
/2/2012 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kawasan
Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8
/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas
Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1041);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140
/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani
Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 /Permentan/
OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Luas Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 600/25/BA/PRP/V/
2023 tanggal 22 Mei 2023.

2. Berita Acara Kesepakatan Luas Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Tabalong Nomor 501/
DKPPTPH/BA/07 /2023 tanggal 31 Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Luas
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong dengan
daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Luasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat
berubah atau beralih fungsi apabila ada Proyek Strategis Nasional,
Proyek Strategis Daerah, dan Penggunaan Area Publik penting
lainnya.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/565/2021 tentang Penetapan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pengan
Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada
tanggal 30 Desember 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /7 -Q/a/am &1 Poz3

BUPATI TABALONG ,V]@,

ANANG SYAKHFIANT 24 /

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian
Pertanian di Jakarta.

2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Selatan di Banjarbaru.

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tabalong di Tanjung.

VO

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2 /2023
TANGGAL 7~ :ﬁ/é fambar Zc23

DAFTAR LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, LUAS LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABALONG

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

NO. KECAMATAN (HA)
KP2B LP2B LCP2B
1. Banua Lawas 1.890,11 1.890,11 -
2. Pugaan 752,02 752,02 -
3. Kelua 1.082,95 1.082,95 -
4. Muara Harus 460,20 460,20 -
S. Tanta 969,94 923,40 46,54
6. Tanjung 747,20 650,51 96,69
7. Murung Pudak 34,75 34,75 -
8. Haruai 644,32 456,19 188,13
O. Bintang Ara 45,71 45,71 -
10. | Upau 61,74 91,37 10,37
11. | Muara Uya 150,58 150,58 -
12. | Jaro 216,73 216,73 -
Jumlah 7.056,25 6.714,52 341,73
Pembulatan 7.056 6.714 342

BUPATI TABALONG,Dﬁ/

ANANG SYAKHFIANI /‘/




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ %gg /2023
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